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ABSTRAK
fli Bastian (2022): Efektivitas Penerapan Tarif Pajak Progresif Pada
Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi
Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

S NINY!lw e1dPo yeH @

Pajaksecara umum dapat diartikan sebagai iuran wajib rakyat kepada negara
@erdasarkan ketentuaeraturarperundangindangan. Berdasarkan Peraturan Daerah
Ia_ovinsi Riau Nomor 8 Tahun 201Tentang Pajak DaeratPasal 7 ayat bt
penghitungan pajak progresif itu terhadap kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan
@as nama dan alamat yang sama dengan kepemilikan lebih dari satu kendaraan roda
empat dankepemilikan lebih dari satukendaraan bermotor roda dua atau tiga.
Rumusan maszh bagaimana efektivitas penerapan tarif pajak progresif pada
kendaraan bermotor dan apa faktor penghambat belum diterapkannya pajak progresif
pada kedaraan bermotorPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
efektivitas penerapan tarif pajakopgresif pada kendaraan bermotor dan untuk
mengetahui apa faktor penghambat belum diterapkannya pajak progresif pada
kendaraan bermotor di Provinsi Riau.

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiolaggidengan menggunakan

89

etodepurposive samplingsumter datanyayang digunakaryaitu data primer dan

(i'éta sekunder, alat pengumpulan datanya adalah observasi dan wawancara.
w
%T Peraturan mengenai pajak progresif ini sudah ada dari tahun 2011, bahkan

stidah dua kali perubahan. Sampai saat ini pajak progresibgigan diterapkan,
%hingga Pemerintahan Daerah dapat desakan dari DPRD untuk segera menerapkan
g:éjak progresif tersebut. Pemerintah Daerah sedang berusaha untuk segera menerapkan
p:qjak progresif ini, tetapi masih terdapat beberapa kendala. Adapun faktor
%nghambatnya adalah proses pendataan dengan disdukcapil dan adanya perubahan
@raturan perundanghdangan yang menyebabkan pemerintahan daerah harus

rﬁerevisi ulang Peraturan Daerah terkait pajak progresif ini.

g ue

Kata Kunci: Efektivitas, Tarif Pajak Progresi f

eIy WIse)] JIie
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ah melimpahkan rahmat dan karuhiga kepada penulisSehing@ penulis

SaN|N !

gapat menyelesaikan skripsi berjudiiEfektivitas Penerapan Tarif Pajak

—

%ogresif Pada Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah
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S

itlhoi Allah SWT.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan
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teh karena itu selayaknya penuliemgucapkan terimakasih dan penghargaan

ng sebesar besarnya kepada:
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A. Latar Belakang Masalah

Negara mhdonesia adalah negara hukum, ini berarti bahwa segala bentuk

S NIN A!lw e}dido yeHq @

penyelenggaraan bernegara didasarkan kepada Huolkinm yang berlaku.

S

@alam rangka meksanakan pembangunan nasional, dibutuhkan anggaran
;g;endapatan dan belanja negara yang salah satu nya bersumber dari pajak. Pajak
rﬁerupakan salah satu sumber pendapatan tertinggi neégacigunakan untuk
membiayai semua pengeluaran yang dikeluarkan quaveujudkan pembangunan
nasional. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan
UndangUndang DasaiNegara Republik Indonesia Tahd845 alenia keempat

yang berbunyi melindungi segenapngaa dan seluruh tumpah daralddnesia

dan untukmemajukan kesejahteraan umu, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

iEﬂt melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan'sosial.
)

Pada saat ini sebagai negara berkembang Indonesia tengah- gencar

ncarnya melaksanakan pembangunan disegala bidang Kmikng, sosial,

N 3gureysy 3

politik, hukum, maupun dibidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan

-
I%sejahteraan rakyanencerdaskan kehidupan bangsa dengan adil dan makmur.

Hntuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut, setiap negara harus

Q
-

rgemperhatikan matah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh

pemerintah dalam mendapatkan pembiayaartu ygiengan memaksimalkan

u

'Wirawan B. llyas, Richart Burtotjukum Pajak(Jakarta: Salemba Emp&013), h. 5

ery wised yrredg



)

=

NVIY VISNS NIN
‘ll
o/l

Al

%

‘nery eysng NiN Jelfem 6ueA uebunuaday ueyibniaw yepn uediynbuad 'q

‘nery eysng NN uizi edue) undede ynjuaqg wejep Iul Sin} eAJey yninjgs neje ueibegas yeAueqiadwaw uep ueywnwnbuaw bBuele|iq ‘'z
‘yejesew njens uenelun neje iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenipuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uediynbuad e

h

:Jaquuns ueyingaAusw uep ueywnjuesuaw eduey Ul Siny eAIey yninjes neje uelbeges dipnbusw Buele|iq *|

Buepun-Buepun 16unpuijig e3di) yeH

tensi pendapatan yang berasal dari negara Indonesia sendiri, salah satunya

rasal dari pajak.

Efektivitas yaitu berada pada penagm tujuan. Ini dapat dikatakan

llw e1g10FeH 6

%ektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan
réncana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan

w
ﬁau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan menmggeac antara

=
f8ncana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha

Py
a;téu hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau
hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai dengan apa yang telah direncanaka

maka itu dapat dikatakan tidak efektif.

Efektivitas hukum merupakan kesesuaian antara apa yang diatur dalam
hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum
karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas yang
bﬁrwenang. Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat
c;éngan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam

ol

w
rbasyarakatlemi tercapainya tujuan.

N o1

Pentingnya peranan pajak untuk mencapai tujuan negara, maka diperlukan

u

atu aturaryang mendasari pemungutan paj@lasar hukum yang mengatur
-
w
Ehtang pengenaan pajak tercantypada Pasal 23AUndangUndang Dasar
Iﬁegara Republik Indonesia Tahun 194fg berbunybahwapajak dan pungutan
W

e
latn yang bersifat memaksa untuk keperluan negatarddengamndangundang.
+¥)

eIy WIse)] JireAg u



)

=

NVIY VISNS NIN
‘ll
o/l

Al

%

‘nery eysng NiN Jelfem 6ueA uebunuaday ueyibniaw yepn uediynbuad 'q

‘nery eysng NN uizi edue) undede ynjuaqg wejep Iul Sin} eAJey yninjgs neje ueibegas yeAueqiadwaw uep ueywnwnbuaw bBuele|iq ‘'z
‘yejesew njens uenelun neje iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenipuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uediynbuad e

h

:Jaquuns ueyingaAusw uep ueywnjuesuaw eduey Ul Siny eAIey yninjes neje uelbeges dipnbusw Buele|iq *|

Buepun-Buepun 16unpuijig e3di) yeH

JeH @

laksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah harus mengacu

9)

da peraturan tersebut.

Hal ini agar tidak terjadinya kesewenamgnangan dalam penarikan

Alw erg

@jak, sehingga pemungutan pajak dapat berjalan dengand@mtibman. Selain
it masyarakat berkewajiban membayar pajak serta memberikan kemudahan

w
@pada petugas yang melakukan pemungutan pajak sebagai salah satu bentuk

=
Ptran serta masyarakiietentuan ini mengandung asagalitas yang meletakkan

Py

I@Cewenangalpadanegarauntuk memungut pajak kalau negara membutuhkannya,

tetapi dengan syarat harus berdasarkan Undadgngf

Pajak adalah sumber utama danigyaranPendapatan daBelanjaNegara
(APBN). Di Indonesia, hampir 70% pendapatan negara berasal dari sektor
penerimaan pajak. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam perkembangan
ekonomi suatu negara. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan
ig_-‘frastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas umum guna membangun
r%asyarakat yang sejahtera dan bahagiah@hkrena itu, pajak dapat dikatakan

w
sebagai bahan bakar utama untuk membangun negara.

Pajak secara umum dapat waitikan sebagai iuran wajib rakyat kapada

gara dengan berdasarkan ketentuan perungaiangan yang nantinya akan

SIRAIU) dIuw

iiperuntukkan untuk kepenggan umum sehingga dapat dipaksakan dengan tidak

=) . .
mendapatkan manfaat secara langsung. Sementara pemahaman pajak dari

S

o . . . .
perspektif hukum menurut soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul

ZMuhammad Djafar SaidPembaruan Hukum Pajakjakarta; Rajawali Pers, 2014), h. 5
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rena adanya undagdang yang menyebabkan timbulnya kewajibamgaa

1§10 §eH o

gara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Negara

rus mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus

1 e

gunakan untuk penyelenggaraan pemerintdhan.

(=
z Pajakmerupakarkontribusiwajib kepadanegara yang terutg oleh orang
w
@ibadiataubadan yang bersifahemaksaerdasarkatyndangUndang, dengan

=
fidak mendapatkanimbalan secaralangsungdan digunakanuntuk keperluan

Py

@égarabagi kemakmurarrakyat. Pembayarampajak merupakarperwujudandari

kewajiban kenegaraamdan peransertawajib pajak untuk secaralangsungdan

bersamasamamelaksanakakewajibanperpajakaruntuk pembiayaamNegaradan

pembangunamasional.SesuaifalsafahUndangUndangperpajakan, membayar

pajakbukanhanyamerupakarkewajiban, tetapmerupalan hak dari setiapwarga

negarauntuk ikut berpartisipasdalam bentuk peransertaterhadappembiayaan

Z

egaradanpembangunanasionaf’

Ditinjau dari pengelolaannya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak

BIST ?3e3S

sat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajads dipunggut dan dikelola

Q1w

eh pemerintah pusat, dalam hal ini oleh Presiden melalui Menteri Keuangan
ngan pelaksanaannya berada pada Direktoral JenderaP Bagdngkan pajak

erah adalah pajak yang dikelola dan difungsikan pemerintah daerahhdélam

Ay1SaaA%u N

Kepala Daerah Gubernur, Bupati atau Walikota. Pajak meRasal 1 agka

=

% Adrian SutediHukum Pajak (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 1

* Cindi Nun Sari, et.al partisipasi masyarakatialammembayapajak kendaraan
rnotorpadakantorbersamasamsabitung,2016

°Djoko Mulyono,Hukum Pajak(Yogyakarta: Ansi, 2010), h.9
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Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

erah, menjelaskan pajak dae adalah kontribusi wajib kepada daeyaimg

191088 H ©

B e

rutang oleh pribadi maup badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang

gAdang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

N

Eperluan daerah bagi sebebasarnya kemakmuran rakyat.

(0))
=
(7))
=

‘%ntang Pak Daerah Dan Retribusi Daerah, adalah pemungutan daerah sebagai

Retribusi daerah menurut UndaridgJndang Nomor 28 Tahun 2009

éémbayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan. Selain dari pajak dan retribadalagi yang sejenisnya yaitu bea, iuran dan
sumbangan. Bea merupakan sebuah pajak terhadap barang impor atau ekspor
antar negara berdaulat. luran merupakan pungutan yang dilakukan sehubung
dengan pemberian suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oledmimtatm, tidak

secara langsung kepada pembayar iuran tersebut, tetapi kepada suatu kelompok
;gau golongan. Sedangkan sumbangan merupakan sebuah pemberian pada

uznunya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini

o5}
rﬁempunyai sifat sukala dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan.
(o)

G

E- Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau
)

kiqdan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
<

dipaksakan berdasarkan peraturan perundeawigngan yang bekla, dan

85

unakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta
mbangunan daerah. Yang termasuk pajak dératuk timbulnya kewajiban

ak, tentunya harus ada masyarakat. Karena pajak diadakan untuk memenuhi

ery wisey] JIBAG eyl
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butuhan bersama atau kepegdin umum. Sementara kepentingan pribadi dan

butuhan masyarakat dipenuhi bukan dari uang pajak. Tanpa adanya masyarakat

e1jgio FeH o

maka tentu tidak akan ada pafaBumber pendapatan daerah salah satunya adalah

p__eijak daerah, yang diharapkan mampu membantu pembialgerah untuk

(=

@Iaksanakan otonominya.

(¢p)

g Di Provinsi Riau terdapat peraturan yang mengatur tentang perpajakan
=

)?%itu Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 TeR&ndgpahan
}gédua Atas Peraturan DaerBhovinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 TentePajk
Daerah. Pada Peraturan Daerah ini ada beberapa jenis pajak yang diatur yaitu
Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan. MeRasdl langka 12,

pajak kendaraanbermotoraddah pajak atas kepemilikan dan/ataupenguasaan
kendaraarbermotor.Kendaraa bermotor adalah salah satu pilihan yang sangat
umum dan hampir menjadi kebutuhan wajib bagi tiap kelompok keluarga baik
%;Iam menunjang pekerjaan maupun untuk aktivitas skamri Penggunaan
kEndaraan bermotor yarsgmakinmeningkat disetiap tahun nya, baik kendaraan

o5}
rgda empat maupun roda dua. Seperti data yang didapat dari Badan Pusat Statistik

(o)
@ovinsi Riau jumlah penggunaan kendaraan bermotor roda empat dari Tahun
=
20172019 mengalami kenaikan, begitu juga penggunaan kendaraan bermotor
w

fada dua dari Tahun 2022019 yang mengalami kenaikan juga.

®Y. Sri PudyatmokoPengantar Hukum Pajak(Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2009), h.
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Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
https://riau.bps.go.id

Dengan meningkatnya angkanggunaan kendaraan bermotor di Provinsi

©

T

QO

A Tabel 1.1

2

©

o Jumlah Kendaraan Bermotor
Tahun

= Roda 2 Roda 4

?—: 2019 3185 951 327 665

C 2020 3 253 261 334 144

= 2021 3 485 246 367 515

w

=

w

)

Q

py

A

c

Riau, maka akan semakin meningkat juga jumlah pembayaran pajak yang
dilakukan oleh Wajib Pajakyang tentunya akan menjadi pemasukan bagi daerah,
yang nantinya dimasukan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belangn.Daer
Sesuai yang disebutkatalampasal 2 ayat 1 UndarigndangNomor 28 Tahun
2009, disebutkamahwa pajak kendaraarbermotordimasukkanke dalam jenis

pajak provinsi. Selain dari pajak kendaraan bermotor, ada yang disebut dengan
rgug;jak progresif kendaraaretmotor. Dimana pajak progresif merupakan pajak

-

(¢)
Ignendaraan bermotor yang memiliki lebih dari 1 kepemilikan yang didasarkan atas

—t

o5}
mama dan alamat yang sama.

et

n»?

Pajak progresif terhadap kendaraan adalah salah satki geerah gng

étur dalam Pasal 6yat () UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang

HAr1u

gSJ

ak Daerah Dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahtwk kepemilikan

Fo A

ndaraan bermotor kedua dan seterusnya tarifnya dapat ditetapkan secara

gresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar R€8émilikan

gns

ndaraan bemotor didasarkan atas nama ddaml alamat yang sama. Pajak

eIy WIse)] JireAgue
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JeH O

gresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan

9)

rsentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak.

untuk spesifiknya pala progresif dijelaskan dalam Peraturan Daerah

lHw erg

%ovinsi Riau Norar 8 Tahun 201Tentang Pajak Berahdi Pasal 7 dijelaskan

Bahwa penghitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor
w

(ﬁdasarkan atas nama dan/atau alamat yang. damapenghitungatarif pajak
é;éogresif terhadap kepemilikan kendaraanmgor yaitu terhadap kepemilikan

Iébih dari 1 kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan kepemilikan lebih dari
1 kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga. Dan diketenkigmajak tambahan

untk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5%, untuk kepemilikan
kendaraan bermotor kedua sebesar 2%, untuk kepemilikan kendaraan bermotor

ketiga sebesar 2,5%, dan untuk kepemilikan kendaraan bermotor empat dan

seterusnya sebesar 3%.

Dalam hal tersbut dapat dikatakan bahwajgk praresif juga merupakan

aktambahan dari pajak kendaraan bermdbam lkerdasarkarmpemaparamari

S] B1e1s

4

au Antara Newspemerintahan provinsi riau mhsbelum menerapkan tarif

T

jjak progresif atau bemgkat untuk kendaraabermotor” Berdasarkan dari

51N3

bsite Riau Antaranews, bahwa belum diterapkannya pajak progresif di

FoA

ovinsi Riau ini dikarenak tidak sinkron nya data yang ada dengan pihak

I

polisian. Padahal jika pajak progresif diterapkan, makabisa dijadikan

ndaptan tambahan untuk pajak daerdbnit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan

Ag|lue§s 3§43

"https://riau.antaranews.com/berita/237093/dfmd-minta-bapendsse@raberlakukan
f-pajakprogresif, diakses pada tanggal 07 januari 2022

2
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JeH @

ndapatan Panam membémaanya info dari website tersebut bahwasannya

9)

ak progresif memang belum diterapkan di Provinsi Rierbeda dengan

P erg

ovinsitetanggayang sudah menerapkan @ajprogresif tersebut.

DPRD Provinsi Riau meminta pemerintah daerah bisa segera memulai

1N X!

pénerapan pajak progresif pada pajak kendaraan bermotor pada awal tahun 2022.

S

@ggota Komisi Il DPRD Riau Sugeng Pranoto mengatakan pajak progresif
%rlu segera ditapkan untuk pengendalian penggunaan kendaraan bermotor.
S;élain itu, ia menilai kebijakan itu mampu meningkatkan penerimaan pajak dari
kendaraan bermotor. Sugeng menuturkan penerapan pajak progresif ini telah
direncanakan sejak tahun lalNamun dalam perfanannya, implementasinya
selalu terkendala. Untuk itu, ia berharap kebijakan tersebut dapat mulai diterapkan
tahun 2022. Pengenaan pajakgresif akan efektif menambah Pendapatan Asli
Daerah (PAD), terutama dari sisi pajak kendaraan bermotor. Saarihpdjak
kendaraan bermotor di Riau berlaku final sebesar 1,5%. Jiak tarif progresif
érlaku, tarif pajak akan bertambah 0,5% menjadi 2% pada kendaraan kedua dan

sEterusnya. Otomatis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan

o
asli daerah jua ikut meningkat.
(o]

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, mengatakan bahwa

DroArun)

ovinsi Riau tahun ini akan menerapkan pajak progresif. Dengan adanya

I

nerapan pajak ini dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari

ktor pajak. Dalam hal ini Ban Pendapatan Daerah Provinsi Riau masih

8 https://news.ddtc.co.id/dpnehinta-ketentuarpajakprogresifkendaraasditetapkan
urrdepan35628, diakses pada tanggal 2 Februari 2022

BAglueyris 3§84
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©
i

W
melakukan pematangan, batas maksimal jumlah kendaraan bermotor sejenis yang
(@)

@(enakan pajak progresif. Kalau ada 100 kendaraan sejenis, tentunya tidak
gungkin dikenakan pajak progresif. Untuk itu masih mengkajtapanaksimal
j;_&nlah kendaraan bermotor sejenis yang dikenakan pajak progresif. Pajak
;gogresif merupakan pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor,
@ik berupa mobil maupun sepeda moRajak berlaku jika jumlah kendaraannya
I%bih dari satudengan nama pribadi atau nama anggota keluarga yang tinggal di

sg?ltu alamat.

c

Terkait dengan kenapa belum diterapkannya pajak progresif, itu masih
belum diketahui dengan jelas. Karena yang mempunyai kewenangan untuk
menerapkan pajak progresif tersebut adudd@adan Pendapatan Daerah Provinsi
Riau. Dan pemerintah daerah juga sudafenerapkan peraturan yang berkaitan
dengan tarif pajak progresif, bahkan pem@h daerahsudah melakukan
perubahan untuk kedua kali pada peraturan daerah tersebut. Tetapi sahipai S

W
ngerintahan daerah atau lebih tepatnya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

(¢)

rw:asih belum menerapkan pajak progresif tersebut.

o5}

2.

0 Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertankuk melakukan
G

éenelitian mengengenerapan pajak progresif di prosinmiauyang sampai saat
)

iﬁ[ belum diterapkannya tarif pajak progresvfaka dari itu penulias melakukan
<

penelitian dengan juduh Efektivitas PenerapanTarif Pajak Progresif Pada
Lo 2

I@ndaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor
&

=]

@5

® https://infopublik.id/kategori/nusaata/508972/pajakrogresifakandilaksanakasdli-
wtahunini, diakses pada tanggal 2 Februari 2022
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Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi

10%eH O

2]

iau Nomor 8 Tahun 2011Tentang Pajak Daeraho .

W e}

. B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang akan diteliti, dalam hal ini penulis hanya

neliti efektivitas penerapan pajak progresif bendasa Peraturan Daerah

NGENIN!

ﬂ’,;ovinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 dan membatasi objek penelitian yaitu
QO

peneliti hanya membahas mengenai kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.

QO
c

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, penulis mengambil

beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanaefektivitas penerapantarif pajak progresif pada kendaraan
bermotor berdasarkaReraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun
2018Tentang Pajak Daerah

2. Apa faktor penghambabelum diterafkamya tarif pajak pogresif pada
kendaraan bermotali Provinsi Ria@

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

a. Untuk mengetahuefektivitaspenerapan tarif pajak progresif pada
kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau
Nomor 15 Tahn 2018Tentang Pajak Daerah

b. Untuk mengetahufaktor penghanbat belum dgragkamya tarif

pajak pogresif pada kendaraan bermadoProvinsi Riau

eIy WISe)] JIIeAg uejng jo AJISIdATU) DTWE[S] 3}e}§
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arjana hukum pada program S1 limu

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi persyaratan
Hukum Universitas Islam Negara Sultan Syarif Kasim R@Ran
instansi pemerintahan dan pihak yagn terkait dalam penelitian ini.
Bagi dunia akaeimik penelitian ini bermanfaat sebagai bacaan
perpustakaan yang berhubunyan dengan permasalahan yang diteliti
dan tolak ukur bagi penulis berikutnya yang mengambil topik yang

untuk dapat dijadikan bahan acuan bagi masyarakat,

dalam mempereh gele

Manfaat Penelitian
a. Praktis
b. Akademis
sana.

2.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

U\/I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

..\ :w 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

»Ur h.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
/\h_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscaray 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatarasli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan

NSNS NINApiw ejdido ey @

penerimaan yang diperoleh daerah dari surmsherber daerah dalam wilayahnya
%r;ndiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan
dcaerah atau peraturan perundamglangan yang beku. Sektor pendapatan
daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat

dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan

pembangunan daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yamglelpdari
sc,gmbefsumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam
%ruktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang
&niliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

O
éendapatan asli daerahA) bersumber dari pendapatan antara lain pajak

(%erah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkaajnlain

Al

Pendapatan asli daerah yang Sah.

IS

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli

8s jo £y

erah agar mendekati ataahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun

9 Baldric SiregarAkuntansi Sektor Publik, (UPP STIM YKP2017),h. 23
1 Carunia Mulya FirdausyKebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli
erah Dalam Pembangunan DaerafyayasarPustaka Obor Indonesia, 2017)2h

13
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e

W

secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga
(@)

maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ektensifikasi. Wujud dari

B e)

tensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menhitung potenskusaa mungkin

maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ektensifikasi
(=
@akukan dengan mengadakan penggalian swsimaber objek pajak atau

ffenjaring wajib pajak bart?.

M BYs

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali stsubsyer
Ie;éuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam perwnuidaggan yang
berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan
pembangunan di daerahnyeelalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan
pendapatan asli daerah semakin besarring dengan semakin banyaknya

kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

Peningkatan pendapatan asli daerah harus dilakukan oleh pemerintahan
daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga

oV}
ketergantungan pemetah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang.
@
Balam UndangJndang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
8

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6

n

%/at 1 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dar

a) Pajak Daerah
Menurut UndangJndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

2bid., h. 30

e1y wirsey juredg uejng jo £31s1d
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Pemerintah Daeralfasal 4 ayat 1 dan, 2enis mjak daerahyang

dipungut oleh pemerintah provinsi diantaranya:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7

Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota

Pajak KendaraaBermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pajak Alat Berat

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Air Tanah

Pajak Rokok

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

diantaranya:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

PajakBumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pajak Reklame

Pajak Air Tanah

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Sarang Burung Walet

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Opsen Bea Balik Nama KendanaBermotor
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b)

d)

Retribusi Daerah
Menurut UndangJndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Pasal 87 ayat 1, jenis retribusi terdiri atas:
1) Retribusi Jasa Umum
2) Retribusi Jasa Usaha
3) Retribusi Perizinan Tertentu
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Objek pendapatan mencakupi:
1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
daerah/BUMD
2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
negara/BUMN
3) Bagian laba atas pgertaan modal perusahaan milik swasta
maupun kelompok masyarakat.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Urdadgng
Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusin Pemerintah Daerah, yang
berbunyi:
1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2) Jasa giro

3) Pendapatan bunga
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4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dantau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2. Pajak Daerah

Menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022

ntang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

NghS NIN itw ejdido ey @

l%ljak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontnibjisipajak daerah
)iéng terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undangundang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebessarnya kemakmuran rakyat.

Daerah diberikatkewenangan lebih besar untuk mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri dengan tujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan
pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan
rz'_q’_gngontrol penggunaan dana yang bersumber dari AnggaranpBtnrdalan

oV}
Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar

ol

w

daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut,
8

pemerintahan daerah diharapkan lebih mampu menggali stsuinder

G

Iéeuangan khususnya untuk meamahi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan

)
pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

I

A3

kebijaksanaan perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah dilakukan

J

&ngan mengikuti pembagian wewenampiey follows functignHal ini berarti
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demikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung

9)

ab daerah dapat dibiayai dari sumbember penerimaan yang ada.

Pajak sifatnya dapat dipaksakan bahkan mdataemungut pajak fiskus

1w eg

j@a mendapat wewenang dari Undamglang untuk mengadakan tindakan
r%maksa wajib pajak dalam bentuk penyitaan harta tetap. Bahkan dalam sejarah
frﬁf:lkum pajakdi Indonesia dikenal adanya lembaga sand@igdling), yakni

\?};ajib pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak, akan tetapi selalu
@énghindar dengan berbagai dalih untuk tidak membayar pajak, maka fiskus

dapat menyandera wajib pajak yang bersangkutan dengan memasukannya ke

daam kurungan’
Ada lima tolak ukur untuk menilai p#f daerah:

a) Hasil (Yeild), yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya
dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya
memperkirakan besar hasilnya itu dan elastisitas hasil pajak terhadap
inflasi, pertumbuhan penduduksdbut juga perbandingan hasil pajak
dengan biaya pungutan.

b) Keadilan Equity), yaitu dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas
dan tidak sewenangenang, pajak bersangkutan harus adil baik secara
horizontal maupun vertikal. Secara horizontal artingalah orang atau

objek pajak yang mempunyai kedudukan ekonomi sama maka dikenakan

13Anggito Abimanyu Evaluasi Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak
erah Dan Retribusi DaeralfJakarta: Pusat Kajian Ekonomi Dan Keuangan BAPEKRKD5),

Grejng jo AJISI9ATU) DTWIR]S] 3}e]}S

©

4 Safri NurmantuPengantar Perpajakan Edisi 2 Jakarta: Granit, 2003), b9

ery wisey| Jrekg



)

=

NVIY VISNS NIN
‘ll
o/l

Al

%

‘nery eysng NiN Jelfem 6ueA uebunuaday ueyibniaw yepn uediynbuad 'q

‘nery eysng NN uizi edue) undede ynjuaqg wejep Iul Sin} eAJey yninjgs neje ueibegas yeAueqiadwaw uep ueywnwnbuaw bBuele|iq ‘'z
‘yejesew njens uenelun neje iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenipuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uediynbuad e

h

:Jaquuns ueyingaAusw uep ueywnjuesuaw eduey Ul Siny eAIey yninjes neje uelbeges dipnbusw Buele|iq *|

Buepun-Buepun 16unpuijig e3di) yeH

neiy e)sng NN Y!jlw eydido yeH @

gj0 AJISIdATU) DTWR]S] 3}e}§

d)

beban pajak, yang mempunyai kedudukan ekonomi lebih besar
hendaknya memberikan sumbangan yang lebih besar dan pajak tersebut
haruslah adil dari tempat ke tempat dalam artida&nya tidak ada
perbedaaiperbedaan besar dan sewenwmmang dalam beban pajak

dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan
perbedaan dengan cara menyediakan layanan masyarakat.

Daya guna ekonomiEconomy efficienQy artinya pajaknya hendaknya
mendorong atau tidak menghambat penggunaan sumber daya secara
berdaya guna dalam kehidupan ekonomi.

Kemampuan melaksanakaAbflity to omplemen{ yaitu suatu pajak
harus dapat dilaksanakan sudut kemauan politik dan tata usaha.
Kecocokam dengan sumber penerimaan daer8hitabilty as a local
revenug, artinya jelas kepaddaerah mansuatu pajak harus dibayarkan

dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir
beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara mehkiada
objek pajak dari satu daerah ke daerah lain. Pajak daerah juga hendaknya
mempertajam perbeda@erbedaan antara daerah dari segi potensi
ekonomi masingnasing dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban

yang lebih besar dari kemampuan tata usaha lla®era

Kelima tolak ukur tersebut memang suatu hal yang diperlukan untuk
nilai pajak daerah. Sebab yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pungutan

ng dikumpulkan dan ditahan oleh pemerintah daerah sendiri. Padahal selalu

ery wised JIPAGuGIn

® Nick Davey Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek Praktek International Dan
levansinya Bagi Dunia Ketig@lakarta: WHPress, 1988),.162
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©

e

W

tarjadi perdebatan apakah pemt&ah daerah berhak untuk mengambil pajak atau

(@)

@ak. Pemerintah daerah dapat menarik pajak asalkan memenuhi kelima tolak
Q

ukur tersebut. Kelima tolak ukur tersebut telah digunakan untuk menilai pajak

dTeierah di Indonesia.
c

Z Dari beberapa definisi pajak daerdiatas, hal yang membedakan antara
w

@jak pusat dengan pajak daerah antara lain:

a) Lembaga yang melakukan pemungutannya. Pajak pusat pemungutannya

nery ey

dilakukan oleh pemerintahan pusat, sedangkan pajak daerah
pemungutannya dilakukan oleh pemerintahan daerah.

b) Paj& daerah merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan otonomi
daerah.

c) Pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah
berdasarkan kekuatgreraturan daerah sehingga sifat pemungutannya
dapat dipaksakan terhadap wajib pajak yang beradmdalatu daerah.

d) Pajak daerah yang pemungutan dan pengadminitrasiannya dilakukan
oleh pemerintah pusat, tetapi hasil pungutannya digunakan untuk
membiayai kepentingan pemerintah daerah.

e) Penetapan pajak daerah dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun
penerintah daerah.

f) Pemungutan pajak daerah berdasarkan Undadgng atau segala

peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

eIy WISe)] JIIeAg uejng jo AJISIdATU) DTWE[S] 3}e}§
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Syaratsyarat suatu objek pajak dapat dikategorikan sebagai pajak daerah,

rus berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a) Tidak bolehbertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat

b) Sederhaana

c) Jenisnya tidak terlalu banyak

d) Lapangan pajaknya tidak melampaui atau mencampuri pajak pusat

e) Berkembang sejalan dengan perkembangan kemakmuran di daerah

tersebut

neiy e)sng NN J!jlw eygio ey @

f) Biaya administrasi rendah
g) Bebanpajak relatif seimbang

h) Dasar pengenaan yang sama diterapkan secara ndSional.

Sektor pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang penting bagi
daerah. Adapun usahesaha yang mungkin dilakukan guna meningkatkan

pendapatan daerah dari sektor pajak adalah:

a) Perluasan pajak, apabila pajak yang sudah dikenakan wajib pajak
tertentu, maka wajib pajak yang belum dikenai pajak supaya
diusahakan dikenai pajak yang bersangkutan, atau sebagai penerbitan
wajib pajak.

b) Perluasan jenis dan besarnya penghasilan yang digajak baik pajak

atas pendapatan, pajak atas konsumsi ataupun pajak kekayaan, dengn

' Samudra Azhari APerpajakan Di Indonesia Keuangan Pajak Dan RetribySiakarta:
Hecca Mitra Utama, 2005h. 43
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mengusahakan macamacam pajak baru yang belum dipungut oleh

daerah akan dapat meningkatkan pendapatan daerabh.

(e}
~

Penyempurnaan tarif pajak, di dalam penyempurnaan taek gegriu
diperhatikan kondisi dan kemampuan kebanyakan wajib pajak. Bila
tingkat pendapatan ratata wajib pajak telah tinggi dan dinilai
kemampuan membayar tinggi, maka selayaknya bila tarif pajak
diadakan penyesuaian.

d) Penyempurnaan administrasi pemumagutpajak akan mempunyai

neiy e)sng NN Y!jlw eydido yeH @

pengaruh yagn besar pada ketertiban dalam pengelolaan pajak’daerah.
B. Pajak Kendaraan bermotor

a. Pengertian pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan Undargndang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka diketdlahwa pajak kendaraan bermotor
adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan
éndaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, berserta
@ndengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerdkan ole
%

;%ralatan teknik, berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah

(o]

atu sumber daya energi tertentu menjadi telaga.

I

Kendaraan bermotor itu sendiri adalah kendaraan yang digerakkan oleh

ralatan mekanik, tidak termasuk kendaraan yangalberjdiatas rel. Jadi

[ng I A31s19A

" Rahmat SumitroPeraturan Perundang/ndangan Tentang Pemerintah Daerah Dari
hun 1945 Sampai Dengan 1983 Dengan Kome(Bandung: PTErasco Terate, 1983)

18https://jdih.kemenkeu.go.id/fuIItext/2009/28tahun2009uu.htmjiakses pada tanggal
Januari 2022
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deH o

ndaraan bermotor adalah kendaraan yang berjalan diatas aspal dan tanah seperti

d10

obil sedan, bis, truk, pick up, kendaraan roda tiga dan roda dua dan sebagainya.

el

Berdasarkan Undargndang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan

E_étribusi Daerah maka diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor termasuk pada

N

@jak daerah.

(0))
=
(7))
=

dan prasarana disuatu daerah yaitu berasal dari pajak atau pendapatan asli daerah
Py

1§rsebut. Berdamarkan undangndang pemerintahan daerakhususnya asas

Salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai sarana

desentralisasi, pemerintahan daerah memiliki sumber penerimanaan yang terdiri
atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan
pendapatan asli daerah yang sah. Salahmatdapatan asli daerah berasal dari
sektor kendaraan bermotor. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah
yang berpengaruh, terhadap pendapatan daerah. Dengan ditetapkannya suatu
penerimaan pajak diharapkan mampu meningkatkan dari sektor pajak, fuilla

W
iﬁi khususnya dari pajak kendaraan bermdtor.

@

& b. Subjek pajak kendaraan bermotor

8

=

c Pajak kendaraan bermotor atau yang disingkat dengan PKB merupakan
=

lah satu jenis pajak daerah provinsi. Pengertian pajak kendaraan bermotor
-

w
EEnurut Padal Ayat 12 UndandJndang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak

Igaerah dan Retribusi Daerah, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan
W

e
kendaraan bermotor. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang

glue

19Syahrizal WirayudaTinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor
Kota MakassarFakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, h. 17
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rsifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakaakpdgn berada dalam

pemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak.

llw e1g1o §eH o

Menurut Pasal 4yat 1 UndangJndang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang

%jak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek pajak kendaraan bermotor adalah
efang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau masg kendaraan bermotor.

w

@akna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan/atau menguasai adalah

L
Sébagai berikut:
P

nel

1) Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor
2) Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor, atau
3) Subjek pajak hanya menguasai dan Kidaemiliki kendaraan

bermotor.

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib
pajak kendaraan bermotd?ada pajak kendaraan bermotor, subjek pajak adalah
%Jang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan hermotor
é:;mentara itu, jika yang menjadi wajib pajak nya berupa badan, kewajiban

—t

;garpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

0o

Objek pajak kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor menurut Pasal dgka 13 Undang/ndang Nomor

IR L31s19ATU]N) D

Tahun 200%dalah sema kendaraan beroda beserta gandengannya yang

W
digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupat

py
V)

rotor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya
W

<
energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor gangangkutan, termasuk

I

ey WIse) J
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SeH o

talat berat dan alatlat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan

d10

otor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang

perasikan di air.

Telah dikemukakan bahwa pajak kendaraan bermotor merupalkan sal

IN NG e)

satu pajak daerah provinsi. Sebagai pajak daerah provinsi pada hakikatnya tidak

S

@pat berfungsi bila tidak memiliki gk yang dapat dikekan pajak.
%rdasarkan Pasal ¥at 1 UndangJndang Nomor 28 Tahun 2009, objek pajak
Ie;éndaraan bermotor adalah kepmlikan dan/atau penguasaan kendaraan
bermotor. Selanjutnya termasuk pula dalam pengertian kendaraan bermotor adalah
kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua

jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di a

Walaupun ruang lingkup kendaraan bermotor sangat luas, fedspl 3
ayat 3 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 memberi pengecualian sebagai
kgndaraan bermotor. Adapun kendaraan yang dikecualikan dari kendaraan
A

fo¥)
l&rmotor adalah sebagai berikut:

1) Kereta ap
2) Kendaraan bermotor yang sematata digunakan untuk keperluan

pertahanan dan keamanan negara,

wW
N—r

Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan,
konsulat, perwakilan negara asing dengan asa timbal balik dari
lembagalembaga international yamgemperoleh fasilitas pembebasan

pajak dari pemerintah;

eIy WISe)] JIIeAg uejng Jo AJISIdAIU) DTWE[S]
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4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah.

Pengecualian sebagai kendaraan bermotor tidak terbatas karena dapat

rtambah berdasarkan kebutuhan daerah yang diatur dengan peraturan daerah.

118w e1dio yeH @

%rgecualian itu terlanggar, pejabat pajak telah melakukan pelanggaran hukum

yang dapat dioperasikan pada lembaga peradilan pajak.
d. DasarPengenaaRajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23A, bahwasannya

nelry eysng

pajak dan pungutan ila yang bersifat memaksa untu keperluan negara diatur
dengan undangndang. Yang mewajibnya setap warga negara untuk membayar

pajak dan pungutan lainnya, termasuk kedalamnya pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15nT&@18
Tentang Pajak Daerah, dalam Pasaly@&tal dijelaskan bahwa dasar pengenaan

ajak kendaraan bemotor dihitung sebagai perkalian 2 unsur pokok:

i)

1) Nilai jual kendaraan bermotor; dan
2) Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan
dan/atau pecemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan

bermotor.

Pada gmat 9 dijelaskan bahwaepghitungan dasar pengenaan pajak

D0 AJISIdATU) DIWR]S] 3}e}§

ndaraan bermot@ebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat

, ayat (5), ayat (6), ayat (7) dagaa (8) dinyatkan dalam suatu tabel yang

eIy Wisey jireAg uegng
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FBH O

etapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan dan peraturan

9)

ng berlaku

Dan pada yat 11 dijelaskan bahwa dalam hal dasar pengenaan pajak

lw ers

A

k@lum tercantum dalam tabel yang telah ditetapkan oleh pejabat yarenaegw

sébagaimana dimaksud padata9, kepala daerah menetapkan dasar pengenaan
w

@jak kendaraan bermotor dimaksud dengan keputusan kepala daerah.
=
Q

. Pajak Progresif

neil

Menurut koswara, pajak progresif adalah pajak yang diterapkan bagi
kendaraan pribadi roda do@aupun roda empat dengan nama pemilik dan alamat
tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik dan alamatnya berbeda, maka tidak
dikenakan pajak progresif. Untuk kendaraan pribadi roda dua, pajak progresif juga

berlaku pada berkekuatan mesin diatas 500aakPprogresif ini tidak berlaku

untuk kendaraan dinas pemerintahan dan kendaraan angkutan umum. Kendaraan

tz(fermotor kepemilikan orang pribadi berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama
)

® I
dikenakan tarif pajak progresit.

Pajak progresif kendaraan bermotoatdr dalam Undanrtyndang Nomor

I8N drure|

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya kepala
erah diberi wewenang untuk menerapkan peraturan mengenai pajak progresif

tuk setiap masinmasing provinsi. Pada wilayah Riau, pajak progrestuli

ue3ng yo 3rsgpa

“%Koswara, Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan ‘Whui#amg
mor 22 Tahun 1999; Suatu Telaahan Dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan Dan
Rompleksitasnya, (CSIS XXIX, 2000), h. 42
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lam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pajak

erah.

Pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 T&0l8, dijelaskan

11w e1g|o

lam Pasal 7yat 1 yaitu, tarif pajak kendaraan bermotor pribadi dihitung secara

5

pFogresif dan diterd@n sebagai berikut:

(¢p)

=

2 a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu
QO

Py koma lima persen)

QO

= b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2% (dua persen)

c. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,5% (dua koma
lima persen)
d. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya

sebesar 3% (tiga persen).

Dan selanjutnya pada Pasal yal 4 dijelaskan bahwa, tarif pajak
@ndaraan bermotor pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sebagaimana

éﬁmaksud pada ayat (1) sebabarikut:

a. Penghitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor

didasarkan atas nama dan alamat yang sama;

o

Penghitungan progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor yaitu
terhadap kepemilikan lebih dari lafg) kendaraan bermotor roda
empat #u lebih dan kepemilikan lebih dari 1 (satu) kendaraan

bermotor roda dua atau roda tiga.
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. Penelitian Terdahulu

1. SyahrizalWirayuda, dengan judul penelitigdimjauan yuridis pengenaan

pajak progresif kendaraan bermotor di kota mak&<Bari judul diatas
terdapat persamaan yaitu sas@ma membahas tentang pajak progresif
pada kendaraan bermotor. Tetapi juga terdapat perbedaan,pgdiu
perelitian terdahulu membahas mengenai bagaimana eksistensi dalam
pengenaan pajak progresif pada kendaraan bermotor ainkakassar
berdasarkan peraturan perundamglangan yang berlaku dan juga
membahas bagaimana proses pelaksanaan pengenaan pajak progresif
pada kendaraan bermotor di kotaakhssar. Tentunya ini sangat berbeda
dengan penelitian yang dilakukan oleh penuliadg penelitiannya
penulis hanya membahas mengenai efektivitas penerapan tarif pajak
progresif dan membahas mengenai faktor penghambat. Bahwasannya
pada lokasi penelitian yang dilakukan penulis itu belum menerapkna
pajak progresif kendaraan bermotor itujaegkan pada lokasi penelitian

terdahulu itu sudah menerapakan pajak progresif tersebut.

. Asram Wahyudi Syam, dengan judul penelitian penerapan pajak

progresif pada wajib pajak kendam bermotor pada samsat kota
Makassa 2 Dari judul diatas terdapat persaan, yaitu samsama
membahas tentang penerapan pajak progresif. Tetapi juga terdapat

perbedaanpada penelitian tedahulumembahas mengenai bagaimana

e][ng Jo AJISI9ATU) DIWR]S] 3}e}§

2! Syahrizal Wirayuda, Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Prodtenifaraan Bermotor

L. Kota Makassar, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021

22 Asram Wahyudi Syam, Penerapan Progresif Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

I?_{ada Samsat Kota Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2016
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penerapan pajak progresif pada wajib pajak kendaraan bermotor di kota
Makassar. Di kota Makassar senditu sudah menerapkan pajak
progresif ini dan ternyata adanya dampak positif dan dampak negatif bagi
masyarakatTentu ini sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan
oleh penulis, dimana permasalahan yang diangkat oleh penulis itu
mengenai kenapa beluditerapkannya pajak progresif ini, kendala/faktor
apa saja yang menjadi penghambat belum diterapkannya pajak progresif
tersebut.

Riola Nurulfitra, dengan judul penelitian analisis penerapan tarif pajak
progresif kendaraan bermotor pada Samsat Pettacaai Makassaf>

Dari judul diatas terdapat persamaan, yaitu saama meneliti tentang
penerapan tarif pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya perbedaannya
terdapat pada permasalahannya yaitu penelitian terdahalmbahas
apakah pajak progresifitu sudah dakukan sesuai dengan perdaturan
daerah yang ada atau berlaku dan juga membahas pada pelaksaan sistem
dan prosedur penerimaan pajak progresippada Samsat Pettarani
Makassar. Sedangkan penulis meneliti dengan masalah yaitu di Provinsi
Riau belum menerapkarajak progresif dan untuk mengetahui apa faktor
atau kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalenerapkan pajak
progresif tersebut.Tentunya ini sangat berbeda dengan penelitian

terdahulu.
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% Riola Nurulfitra, Anaisis Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada
msat Pettarani Di Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar 2018
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4. Rivaldo Wijaya, dengan judul penelitian pengaruh penerapgak p

progresif dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
kendaraan roda empat di Palembang®Pada penelitian ini terdapat
beberapa perbedaan diantaranya, pada penelitian terdahulu membahas
mengenai bagaimana pengaruh penerapan pajagregsif terhadap
tingkat kepatuhan wajib pajak dan juga membahas bagaimana sanksi
perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Tentu ini sangat
berbeda dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, dimana
penulis mengangkat mengenai faktor pengbam dari belum
diterapkannya pajak progresif ini.

Nurul Akbar, dengan judul penelitian yaitu penerapan pajak progresif
terhadap pemilik kendaraan bermotor ditinjau berdasarkan Undang
Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang ketentuan tarif pajak progresif.
Terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu, dimana penelitian
terdahulu membahas mengenai bagaimana penerapan pajak progresif
terhadap pemilik kendaraan bermotditinjua berdasarkan Undang
Undang yang berlaku dar ,___. membahas mengenai apa saja faktor yan
memperngaruhi penerapan pajak progresif tersebut. Tentu ini sedikit
berbeda dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis, dimana

penulis melakukan penelitian berkaitan dengan faktor penghambat

ng|jo A31SI3AIU) dTWE]S] d)e)S

**Rivaldo Wijaya,Pengaruh Penerapan Pajak Progresif San Sanksi Perpajakan

Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajakrigaraan Bermotor Pada Roda Empat Di Palembang
Ig STIE Multi Data Palembang, Palembang, 2020

o

2% Nurul Akbar,Penerapan Pajak Progresif Terhadap Pemilik Kendaraan Bermotor

injau Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Tarif Pajak

P_‘;ogresif,Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
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dikarenala di lokasi yang diambil penulis itu belum meneappajak
progresif ini.
. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pajak

Di negara yang menganut faham hukum, segala sesuatu yang

NIIwhelrdio yeH 6

yenyangkut pajak harus ditetapkan dalam Undarmdpng. Di Indonesia dasar
gaemungutan pajak ada dalam Undang Undang Dasar 1945 tercantamm da
gFasal 23 ayat 2 yaitpungutan pajak dan pungutan lainnya harus berdasarkan
Q@Jndang\undang. Maksud pasal tersebut adalah bahwa pajak merupakan
Cperalihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah untuk membiayai
pengeluaran negara tanpa ada jasbdltegen prestasyang langsung ditunjuk.

Pajak merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian
kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman
serta menuruperaturarperaturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat

ffnemaksa dan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara lerfgsung.

Dalam istilah bahasa arab, pajak dikenal derg@imDharibah atau bisa

[SI @1

4

Huga disebut dengaAl-Maks, yang artinya pungutan ygnditarik dari rakyat

Eoleh para penarik pajaknam Al-Ghazali dan Imam Aluwaini, pajak adalah
=
%pa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintah muslim) kepada areangy

-
?gaya dengan menarik dari apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan
<

99egara dan maayakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal.

26 Djajadiningratdalam unggul Anshari Setia Negar@engantar Hukum PajakMalang
yumedia Publishing, 2008), &

PAg|ueyng

I

ey WIse) J



NVIY VISNS NIN

‘nery eysng NN uizi edue) undede ynjuaqg wejep Iul Sin} eAJey yninjgs neje ueibegas yeAueqiadwaw uep ueywnwnbuaw bBuele|iq ‘'z

E}

w4
=) =
-h= ‘lll

‘nery eysng NiN Jelfem 6ueA uebunuaday ueyibniaw yepn uediynbuad 'q

‘yejesew njens uenelun neje iy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAsey uesinuad ‘ueniauad ‘ueyipipuad uebunuadsy| ynun eAuey uedinbusd e

%

:Jaquuns ueyingaAusw uep ueywnjuesuaw eduey Ul Siny eAIey yninjes neje uelbeges dipnbusw Buele|iq *|

Buepun-Buepun 16unpuijig e3di) yeH

Yusuf qardhawi berpendapat bahwa, pajak adalah kewajiban yang
itetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai

engan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali etgaray dan hasilnya

¥y eidioyeq o

iIntuk membiayai pengeluargengeluaran umum disatu pihak dan untuk

N

yerealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan ttyjizemn yang
(éhgin dicapai oleh negara.

2]
0 Ada beberapa ketentuan tentang pagiatibal) menurut syariaislam.

Q

?ajak (lharibah  bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu hanya boleh

cdipungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah

terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan, berbeda dengan zakat
yang tetap dipungutsekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan

(mustakhiy. Sedangkan pajak menurut non islam adalah abadi.

1. Pajak (@haribal hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang
merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang
diperlukan untuk pembiayan wajib tersebut tidak boleh lebih.
Sedangkan pajak menurut nstam ditujukan untuk seluruh warga
tanpa membedakan agama.

2. Pajak @haribah hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut
dari nonislam. Sebaldharibah dipungut untuk membiayai keperlua
yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi
kewajiban norslam. Sedangkan teori pajak n@am tidak

membedakan muslim dan ngaglam dengan alasan tidak boleh

diskriminasi.

eIy WISe)] JIIeAg uejng jo AJISIdATU) DTWE[S] 3}e}§
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3. Pajak @lharibah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kayaakid

dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki
kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan
lainnya bagi diri dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat

disekitarnya. Dalam pajak naslam, kadangkala juga dipungut sita

Buepun-Buepun 1Bunpuijig e3diD deH

orang miskin, seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang tidak
mengenal siapa subjeknya, melainkan melihat objek (barang atau jasa)

yang di konsumsi.

neiy e)sng NN Y!jlw eydido yeH @

Pajak @haribal hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan
yang diperlukan tidak boleh lebih.

5. Pajak @lharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut
teori pajak norislam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber

pendapataf’

Para ul ama dar.i z a maehkarasgabérizettagoéndapat a b i 0 i

i dalam menyikapi hal terseblRendapat prtama, menyatakan bahwa pajak

SI 93831S

dak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum

=

uslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Diantara daél | i | syar oi

:Jaquuns ueyingaAusw uep ueywnjuesuaw eduey Ul Siny eAIey yninjes neje uelbeges dipnbusw Buele|iq *|
N

ilandasi pendapat ini adalah sebagai berikut:

1. Rasul ul | ah Shalalamabelsabdah udéal ai hi wass
Janganlah kalian berbuat dzalim, beliau mengucapkannya tiga kali

sesungguhnya tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan

“"Gazali, Jurnal H u RajaknDakark Benspektif HulSugn ¢éslam Daa h :
kum Po#if, IAIN Mataram, 2015, h95
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dari pemiliknya. (HR Imam Ahmad V/72 No. 20174, dan di shahihkan
oleh Al-Albani dalam shahih Wa Dhaif Jamb us h Shagir No. 1
1459).

. Hadi st yang diriwayatkan dar. Fat hi
bahwa dia mendengar rasulullah SAW bersabda:
Atidak ada kewaji ban dHRIIanomMapehr t a ke
1/570 No. 1789 hadi $dleh Byekh Aldbami i | ai dh

karena didalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Hamzah

neiy e)sng NN Y!jlw eydido yeH @
N

(maimun), menurut Imam Bukhari, dia tidak cerdas.

Mereka mengatakan bahwa dalila | i | syar 0i yang menet
hak wajib pada harta selain zakat hanyalah bersifatanjurkan kewajiban yang
harus dilaksanakan, seperti hak tamu atas tuan rumah. Mereka juga mengatakan
hakhak tersebut hukumnya wajib sebelum disyariatkan kewajiban zakat, maka

hakhak wajib tersebut menjadi mansukh dihapuskan/dirubah hukumnya dari

S

\Eajib menjadi sunnah.
(¢)

| bnu Umar Radhiyall ahuéanhuma pernah

hattab RA pernah menarik pajak dari kaum muslimin, beliau menjawab,

—

i dak, aku tidak pernah mengetahuinya.

§FALY) RrUIe[S]

az Rahimahumullah dalam kitabnyahuqugq ArRa i y war Raodiyy
engatakan, N a @agepeni peknenguian gdjak.r Maka kita

erharap agar pemerintaf meninjau ul ang

2 bid ., h. 98
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Sedangkarpendapat keduaenyatakan bahwa pajak boleh diambil dari

aum muslimin, jika memang negarangat membutuhkan dana, daara ulama

1.

2.

-memperbolehkan pemerintah memungut pajak dari kaum muslimin, dengan
;Tfneletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, diantaranya

Eebagai berikut:

Negara berkomitmen dal am mener apkail
Negaa sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat
umu seperti pembelian alatat perang untuk menjaga perbatasan
negara.

Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh negara baik dari
zakat, jizyah, al usyur, kecuali dari pajak.

Harus ada persetwga dari para ulama dan tokoh masyarakat.
Pemungutannya harus adil yaitu dipunggut dari orang kaya saja
dan tidak boleh dipungut dari orangang miskin. Distribusinya
juga harus adil dan merata, tidak boleh berfokus pada tempat
tempat tertentu, apalagi ygmengandung unsur dosa dan maksiat.
Pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus
menerus, tetapi pada saaat tertentu saja. Ketika negara dalam
keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja.
Harus dihilangkan dulu pendaan yang berlebilebihan dan
hanya menghambdramburkan uang saja.

Besarnya pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan yang

mendesak pada waktu itu saja.



Para ulama memperbolehkan memungut pajak dengan alasan utama yaitu
au membiayai berbagai pengeluaran tersebut. Sebagaimana kaidah ushul figh,
jatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu

tuk mewujudkan kemaslahatan und#n pemerintah tidak mampu mencukupi

kumnya wajib.

© Hak ci mﬁm il _w C.W/_ Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria
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..u. ;ﬂf 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

,..r h.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\h_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscaray 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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METODE PENELITIAN

A. Jenisdan Sifat Perelitian

Jenis penelitianni adalah penelitiarhukum sosiologis, yaitu penelitian

S NIN A!lw e}dido yeHq @

yang mempunyai karakteristik sistematis, terkonteshpiris, serta berdasarkan

S

@da teori dan hipotesis, yaitu untuk memahami sesuatu harus melalui
;g;enyelidikan atau pendhin yang dilakukan langsung turun lapangan dan-data

c

data yang didapa bersumber dari studi kepustakaan dengan melakukan observasi

atau pengamatan dan berbagai isu dari berbagai aspek dengan melakukan

wawancara.

Penelitian ini  bersifat deskriptif kualitatif deskriptif bertujuan
menggambarkan secara tepat sHifat suatu individu, keadaan, gejala atau
Iéﬁlompok tententu, atau untuk menemukan penyebaran suatu gejala, atau untuk
rgenentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam

Easyarakatz.g Dan juga menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai

O
%ektivitas penerapan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor.
B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengunakan pendekatan efektivitas hukfektivitas
kum merupakan kesesuaiaantara apa Yyang diatur dalam hukum

laksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena

29 Amiruddin dan Zainal AsikinPengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:
awali Pers, 2014) h. 25

ey wisey JIRAgluegngFo Ajrs1aAatun
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anya unsur memaksa dari hukum. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak

ektif dan tidak bisa dijalankan. Persoalan efektivitas hukum meyapun

@10

bungan erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum

$Ee)

lam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum.

C. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumbemnafsi. Yang

menjadi subjek dam penelitian ini adalahsubbidang penerimaan

Nely eXSnNS NIN

pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

2. Objek Penelitian
Objek pada penelitian ini adalah penerapan tarif pajak kendaraan
bermotor berdasar Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun
2018 Tentang Pajak Daerah.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

&Is] a1e3s

rtimbangan penulis menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian karena

S

enurut penulis lokasi ini merupakan kantor induk provinetuki pajak
ndaraan bermotor. Sehingga memungkinkan untuk mendapatkan informasi

ng berkaitan dengan judul penelitian penulis.

eIy WiIse)] JireAg uejng jo A3rgaafun



)

=

NVIY VISNS NIN
‘ll
o/l

Al

‘nery eysng NiN Jelfem 6ueA uebunuaday ueyibniaw yepn uediynbuad 'q
€

‘nery eysng NN uizi edue) undede ynjuaqg wejep Iul Sin} eAJey yninjgs neje ueibegas yeAueqiadwaw uep ueywnwnbuaw bBuele|iq ‘'z
‘yejesew njens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey reenuad ‘uenijpuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uedinbusd e

h

1eousw eduey 1ul siny eAJey yninjas neje uelbeqes diynbusw Buelejiq |

:Jagquuns ueyngaAusw uep ue}

Buepun-Buepun 1Bunpuijig e3diD deH

neiy e)sng NN Y!jlw eydido yeH @

JISIDATU ) DIWE[S] 3}e)S

sampe

(0)

40

E. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari
objek/subjek yang memi antitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil
beberapa bidang yang akan dijadikan yagpi, diantara nyadan
subbidangpenerimaarpajak kendaraan bermotalan bea balik nama

kendaraan bermotor

. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang
dimiliki populasi tersebut, maupun bagian kecil dari anggota populasi
yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapatakili
populasinya’ Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sampelnya
adalah kepala dari subbidang penerimaan pajak kendaraan bermotor
dan bea balik nama kendan bermotor serta staff dari subbidang
penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balila kendaraan

bermotor.

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah pengambilan

| menurut tujuan (purposive sampel) yang merupakan teknik penentuan

@mpel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus, serta pemilihan sampel
<]

ﬁng didasi&kan pada tujuan dari penelitian.
=]

5]

% sandu Siyoto dan Ali Sodilgasar Metodologi Penelitiar(Yogyakarta: Literasi

#edia Publishing, 2015h 63
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©
3
Q
= Tabel 1.3
2
©
o Populasi dan Sampel
=
N. Responden Populasi| Sampel| Persentas{ Keterangan
(=
Z : :
& | KepalaSubbidang éherimaan 1 1 100% | Wawancarg
=
2 PKB dan BBN K8
Q
2. | Saff Penerimaan ABdan BBN
=
c KB 8 2 25% Wawancarg
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Sumber Data: Bta Olahan 2022

F. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari

lapangan dan literatur, yang meliputi:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti
secara langsung dari sumber dgem Teknik yang dapat digunakan
peneliti untuk mengumpulkan data primer antara laBngaén cara

observasi dan wawancata

*bid, h 68
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2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi
kepustakaan yakni dengan melakukan serangkaiamtkegimembaca,
mengutip, mencatat bukawku, menelaalperaturanperundangundangan

yang berkaitan dengan permasalahan penefitian.

. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan te@k pemgumpulan data dengan cara peneliti
melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk melihat
keadaan yang sebenarnya. Data yang didapat di lapangan kemudian dicatat
dan kemudian di analisis.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara pengumpuldaa dengan
menggunakan tanya jawab atau komunikasi langsung melalui percakapan
dengan responden yaitu pikpihak yang terkait langsung dengan objek
yang diteliti. Dalam penelitian ini, yang akan diwawancarai adalah pihak

yang ada dikantor Badan Pendap&a@aerah Provinsi Riau.

eIy wisey] JIBAgluejing jo A3ISIdATU) dDTWE[S] 3}e}S

32|shag,Metode Penelitian Hukum, Thesis, Serta Disert@&andung: Alfabeta, 2017) h
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3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan untuk menghimpun informasi yang
relevan dengan topik atau masalah yang manjadi objek penelitian.
Informasi tersebut dapat diperoleh dari bdtuku, karya ilmiah, thesis,

disertasi, ensiklopedia, internet dan sumbember lainnya.

H. Analisis Data

neiy e)sng NN Y!jlw eydido yeH @

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data
kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar. Pekerjaan analisis data dalam hal
ini ialah mengatur, mengurutkamtmengelompokkan, memberikan koda dan
mengkategorikannya. Dalam hal ini peneliti menganalisis data dengan
menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian
oclgngan cara mengumpulkan data, analisis data dan interpretasi data yang

(?}peroleh sehingga memperoleh data yang akurat dan lengkap. Sedangkan analisis

Eénelitian kualitatif didapatkan berdasarkan wawandara catatan dilapangan.

eIy WISe)] JIIeAg uej[ng jo AJISIdAIU) dTWe
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: Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 14 Februari 2022

Kenada
Kepada

Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah scorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RAFLI BASTIAN

NIM : 11720714729

Jurusan : limu Hukum S}

Semester : X (Sepuluh)

Lokasi : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:EFEKTIVITAS PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF PADA KENDARAAN
BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 15
TAHUN 2018 TENTANG PAJAK DAERAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan

memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud

Demikian disampaikan, terima kasih

Rektor UIN Suska Riau
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KPEMERINTAH PROVINSI RIAU

BADAN PENDAPATAN DAERAH -2

A slang Suglionar Ne- S Simpanp Tire Prkanhay.

3 28208
Telp. (0761} 859750 853751 859752, 85975‘. 859756 Fax.(0781) 853750, 359755

I WWW. Jfiau.go.id
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NOTA-DINAS
Kepado Kepalo Bidang Pajak Daerah
Dari Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riou
Tonggal 24 Februari 2022
Nomor 071/ND/BAPENDA/ I/
Sifat Biasa
Lampitan @ -
Hal . Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/453€0, tanggal 21
Februari 2022 Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan
Data untuk bahen Riset, bersama ini diharapkan kepada saudara untuk membantu
memberikan informasi yang dibutuhkan dan pengisian lembaran kuesioner.

Nama
NIM

Jemjang

Judul Penelition

Program Siud:\j

Adapun nama mahasiswa yong bersar gkutan yaitu -

RAFLI BASTIAN
11720714729
ILMU HUKUMI
S1

EFEKTIVITAS PENERAPAN TARIF PAJAK PROGESIF PADA

KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG PAJAK DAERAH

Demikian disampaiken kepada saudara unituk dapat ditindaklanjuti.

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINS! RIAU
SEKRETARIS
u.b.

KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN

DAN UMUM,

p !

WAN SUASTY SALEH, S. Sos
PenataTk.1 |
NIP. 19710408 200012 2 002

(5 sovmsspesonnn 2 somsmiavek (5 e-Sament funs




© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ria

ﬂ\/l Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u__._,.l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Mf hm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
lh-\_n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscaray 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



